
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia
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P E N E T A PA N

Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama

dalam  sidang  Hakim  Tunggal  yang  dilangsungkan  secara  elektronik  telah

menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT,  NIK.xxxxxxxxx,  tempat  dan  tanggal  lahir  xxxxxxxxx,  28

Desember  1982, umur  42  tahun,  agama  Islam,  pendidikan

terakhir  SD,  Pekerjaan  Menggurus  Rumah  Tangga,  tempat

tinggal  di  xxxxxxxxx,  RT  003/  RW  003,  Kelurahan  xxxxx  xx,

Kecamatan  xxxxx  xxxxxx  xxxxxxx  Kota  Tual,  dalam  hal  ini

menggunakan  domisili  elektronik  dengan  alamat  email:

xxxxxxxxx   @gmail.com  ,  nomor  telepon:  xxxxxxxxx,  sebagai

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT,  NIK. xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx, 31 Agustus

1990, umur  34  tahun,  agama Islam,  pendidikan terakhir   SD,

pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxx xx xx xx  xx xx

x, xxxxx xxxxxxx (rumah samping kiri  SD), xxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxx  xxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxxxx,  xxxxxxxx  xxxxxxxx

xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Juni 2024 telah

mengajukan  gugatan  cerai  gugat  yang  didaftar  melalui  Sistem  Informasi

Pengadilan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Tual  dengan  Nomor

27/Pdt.G/2024/PA.Tul,  tanggal  12  Juni  2024,  dengan  dalil-dalil  yang  pada

pokoknya sebagai berikut:

 Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada

tanggal  20  September  2016  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx, sesuai

dengan    Kutipan Akta Nikah Nomor : 0071/07/IX/2016 Seri MA tertanggal

20 September 2016;  

2. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal

bersama  di  kediaman  bersama  (rumah  kontrakan)  kurang  lebih  3  tahun

yang  beralamat  di  Jln.  Maren,  BTN  UN  Indah,  Kelurahan  xxxxx  xx,

Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx kemudian pindah ke rumah

kontrakan lain yang masih berada di alamat yang sama hingga berpisah;  

3. Bahwa dalam perkawinan  tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat  telah

bergaul  sebagaimana  layaknya  suami  istri  (ba'da  dukhul)  dan  telah

dikaruniai seorang anak yang bernama; ANAK, laki-laki, tempat dan tanggal

lahir xxxxxxxxx, 4 Juni 2018, umur 6 tahun;  

4. Bahwa  semula  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

berjalan  dengan rukun dan harmonis,  namun sejak Bulan Januari  Tahun

2021  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  mulai  tidak  rukun  yang

disebabkan:    

4.1. Tergugat sering mabuk-mabukan;  

4.2. Tergugat  sering  meminta  uang  kepada  Penguggat,  dan  uang

tersebut digunakan untuk bermain Judi online dan membayar semua

utang Terguggat;  

4.3. Tergugat  sering  mengeluarkan  kata  kata  yang  tidak  sopan

(cacian) terhadap keluarga Penguggat;  

4.4. Terguggat  melakukan KDRT terhadap Penguggat  dan  Tergugat

juga ingin membakar anak Pegunggat, disebabkan karena Penguggat

tidak memberikan uang kepada Tergugat;  

4.5. Tergugat telah mengucapkan talak sudah lebih dari  3 (tiga) kali

kepada Penguggat;  

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

dan  Tergugat  tersebut  terjadi  pada  bulan  Maret  tahun  2023  yang

menyebabkan  Penggugat  meninggalkan  kediaman  bersama.  Selama  itu

sudah  tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;  
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6. Bahwa karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat

dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;  

7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan

jalan musyawarah namun tidak berhasil;  

8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir

bathin  dan  Penggugat  tidak  ridho  atas  perlakuan  Tergugat  terhadap

Penggugat   serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan

rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan

satu-satunya  jalan  keluar  yang  terbaik  bagi  Penggugat  adalah  bercerai

dengan Tergugat;  

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini. 

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  diatas,  maka  Penggugat  mohon  kepada

Ketua  Pengadilan  Agama  Tual  cq.  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan

mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);  

3. Membebankan  biaya  perkara  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang

     berlaku. 

SUBSIDER:

Dan  atau  apabila  Majelis  Hakim  berpendapat  lain,  mohon  untuk

menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

muka  sidang  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasa  hukumnya  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

menurut relaas Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Tul tanggal 26 Juni 2024 dan tanggal

05 Juli 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa

tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa  Hakim  telah  menasehati  Penggugat  agar  berpikir  untuk  tidak

bercerai dengan Tergugat,  dan atas nasehat Hakim, Penggugat menyatakan
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memohon  kepada  Hakim  mencabut  perkaranya  dengan  alasan  akan

memperbaiki surat gugatan terkait dengan tempat tinggal Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan e-court

Menimbang,  bahwa  perkara  a  quo  didaftarkan  secara  elektronik,

berdasarkan Pasal  20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

2019  tentang  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di  Pengadilan  Secara

Elektronik,  yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7

tahun 2022 jo. Huruf C poin 1 dan 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

363/KMA/SK/XII/2022  tetang  Petunjuk  Teknis  Administrasi  dan  Persidangan

Perkara  Perdata,  Perdata  Agama,  dan  Tata  Usaha  Negara  di  Pengadilan

Secara Elektronik, oleh karena itu pemeriksaan perkara a quo dapat dilakukan

secara elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang,  bahwa  dipersidangan  Penggugat  menyatakan  memohon

mencabut perkaranya dengan alasan akan memperbaiki surat gugatan;

Menimbang,  bahwa  pencabutan  perkara  oleh  Penggugat  tersebut

dilakukan  sebelum pemeriksaan pokok perkara,  maka  sesuai  dengan Pasal

271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat

dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka

Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang,  bahwa oleh  karena gugatan dicabut  dan perkara  ini  telah

didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan

Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena

perkara ini  telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang
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perkawinan,  maka  sesuai  Pasal  89  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989

tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  Nomor

27/Pdt.G/2024/PA.Tul dari Penggugat;  

2. Memerintahkan  Panitera  Pengadilan  Agama  Tual  untuk  mencatat

pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;  

3. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);  

Demikian  ditetapkan  pada  hari  Kamis  tanggal  11  Juli  2024 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Ahmad Zaky,

S.H.I.,  M.H., sebagai  Hakim  Tunggal  berdasarkan  surat  izin  dari  Ketua

Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  51/KMA/MA/HK.05/2/2022

tanggal  25 Februari  2022 perihal  Dispensasi/Izin  sidang  dengan  Hakim

Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan

disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari

itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh  Wahidun bin Imran, S.Sos.,

S.H.,  sebagai  Panitera Sidang serta dihadiri  oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Hakim

ttd

Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang

ttd

Wahidun bin Imran, S.Sos., S.H.
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Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp30.000,00

2. Proses : Rp75.000,00

3. Panggilan : Rp545.000,00

4. PNBP : Rp20.000,00

5. Redaksi : Rp10.000,00

6. Meterai : Rp  10.000  ,00  

Jumlah  Rp690.000,00 

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)
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